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Hal : PERBAIKAN Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Undang-undang nomor
7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
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Dengan Hormat, o

Perkenankan saya MARTHEN BOILIU, S.H., Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun,

sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor_ merupakan Mahasiswa yang sedang

mengambil jenjang pendidikan Magister Hukum (S2) Jurusan Tata Negara di Universitas Kristen

Indonesia dengan Nomor Induk Mahasiswa_selanjutnya disebut sebagai ----=---==-=---
PEMOHON.

Dengan ini mengajukan PERBAIKAN Permohonan Pengujian Undan-undang (Judicial Review) Pasal 57
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayaf, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945):

1. Pasal 28C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **).

2. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Pasal 28l ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap periakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
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Adapun permohonan a quo diajukan Pemohon berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.

Bahwa didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah
mengatur bahwa ‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, linkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi” (***);

Bahwa selain itu, Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menquji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” (***);

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
(a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945;

Bahwa Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur juga bahwa :

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa objek Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

yang dimohonkan dalam permohonan a quo sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang yang mengatur bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-
undang dan Perppu’.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan penguijian (Judicial
Review) Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

Il. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PEMOHON.

1.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021),

mengatur bahwa :

Pasal 51 ayat (1) UU MK:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan

oleh berlakuny a Undang-undang yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-

undang:
c. Badan Hukum Publik atau Privat:

d. Lembaga Negqara;

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021:

Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perpu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai

kepentingan yang sama;


















5.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang
untuk mengadakan perubahan dengan rumusan baru materi norma ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang sebagai pengganti dari materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonensia Tahun 1945.

Maka kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam
Permohonan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada poin 4 diatas, maka Pemohon mempunyai
kualifikasi dan memenuhi syarat sebagai PEMOHON sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 jo Pasal 51 ayat (1) UU MK berikut penjelasannya hahwa
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a

quo;

lll. ALASAN-ALASAN PEMOHON

A. Permohonan Pemohon Dalam Permohonan a quo Tidak Ne Bis In Idem;

1:

Bahwa sejauh penelusuran Pemohon, Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah dilakukan satu kali Pengujian, dan telah di
Putus oleh Mahamah Konstitusi yaitu:
1) Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 Tanggal 23 November 2022, yaitu:
a. Nama Pemohon:
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
b. Pasal yang diuji yaitu :
Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b UU
MK.
c. Pasal UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai Batu Uji, yaitu:
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28|
ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
d. Pokok Tuntutan Pemohon:
DALAM PROVISI :
1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;









e Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan:
llmu Pengetahuan memberikan pemahaman yang lebih baik, seseorang dapat
membuat keputusan yang lebih tepat dan rasional.

¢  Membuka peluang kesuksesan:
limu pengetahuan yang dimiliki dapat membuka peluang untuk meraih kesuksesan
dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk karir dan bisnis.

o  Meningkatkan kualitas hidup:
limu pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan,
dan kualitas hidup secara keseluruhan.

e Memperoleh wawasan:
limu pengetahuan membantu seseorang untuk memiliki wawasan yang luas tentang
berbagai hal dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu-isu nasional
maupun global.

« Mengembangkan potensi diri:
llmu pengetahuan membantu seseorang dapat mengembangkan potensi kemampuan
diri di berbagai bidang.

Bahwa untuk mewujudkan Manfaat dari ilmu pengetahuan di berbagai bidang diperlukan
penyesuaian secara dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan melalui disinkronisasi
yang salah satunya dengan penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No.
712020 semestinya memberikan ruang dan pijakan bagi Putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi yang memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 guna
memberikan kepastian hukum yang adil sebagai pengakuan, jaminan, dan perlindungan
hukum bagi hak-hak individu-individu secara khusus maupun masyarakat secara umum.

Bahwa pengakuan Hukum negara (hukum positif) menurut Austin di dalam buku Otje
Salman Soemadiningrat (2002:2) bahwa hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga yang
memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota
masyarakat politik yang merdeka (independet political society), dan mengakui kedaulatan
atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang

bersangkutan,;
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baik yang lebih tinggi atau yang setingkat/sederajat seperti yang diuraikan diatas, maka
perlu disinkronkan yang salah satunya dengan penafsiran-penafsiran konstitusional atas
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Oleh karena itu ketentuan
Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 semestinya memberikan ruang dan pijakan bagi Putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan
UUD NRI 1945 guna memberikan kepastian hukum yang adil sebagai pengakuan, jaminan,
dan perlindungan hukum bagi hak-hak individu-individu secara khusus maupun masyarakat

Secara umum.

Bahwa terkait keadilan hukum, salah satu ungkapan yang patut kiranya Pemohon kutip
sebagai inspirasi terwujudnya sebuah keadilan yaitu ungkapan DENYS LORD bahwa

“berikan aku hukum-hukum yang buruk sekaligus hakim-hakim yang baik, niscaya Keadilan

pasti ditegakan”. Hal ini menurut Pemohon bahwa nilai tertinggi dari sebuah aturan hukum
yaitu KEADILAN dimana dengan keadilan akan tercipta keseimbangan yang melahirkan
ketaatan pada hukum itu sendiri sehingga dapat terwujud kemanfaatan hukum dengan
tercipta ketertiban dan kententeraman dalam suatu masyarakat, karena suatu aturan hukum
lahir hanya memberikan kepastian hukum tanpa keadilan didalamnya dengan melanggar
hak-hak individu dalam masyarakat dapat menimbulkan tidakpercayan (Public Distrust)
pada hukum itu sendiri dan membuka jalan timbulnya penolakan (Public Disobedience)
terhadap suatu ketentuan hukum dalam berbagai bentuk dimana salah satunya ialah upaya
hukum melalui badan-badan peradilan baik yang diatur didalam UUD NRI 1945 maupun
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gustav Radbruch mengatakan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:
1. Kepastian hukum (rechtmatigheid);
2. Keadilan hukum (gerectigheit);

3. Kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid).

Bahwa makna Trias Politika dari Teori “Montesquieu” membuat pemisahan kekuasaan
terdiri tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan prinsip
normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang
yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dimana

Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang,
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Hormat saya Pemohon

(MARTHEN BOILIU, S.H)

19





